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ABSTRAK

Pengetahuan, kemahiran atau kemampuan akademik serta pengalaman dalam memberikan
pembelajaran bagi kalangan pengajar di diklat kepustakawanan merupakan hal yang wajib
dimiliki dan sudah merupakan satu kesatvan jati diri dari pengajar. Pengajar tentu ridak saja
memberikan pemhbelajaran pengerahuan dibidangnya, akan tetapi tugas memberikan motivasi
serta ruang pemikiran yang lebih jauh atau visi kedepan bagi peserra tentu merupakan salah satu
apresiasi yang dapar menambah kesan mendalam akan bidang yang diampunya. Karena dalam
pembelajaran pada diklar atau diklac pada umumnya memberikan tidak hanya bersifac
kekhususan bidang vang diampu oleh pengajar akan tetapi memberikan peluang interaktif pada
bidang diklar tersebur. Diklar kepustakawan yang berada di bawah lembaga Pembina
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberikan peluang lebih luas tentang
kepustakawananan, akan kemampuan profesional dari kompetensi, kualifikasi dengan standar
kepustakawan yang berlaku dan sebagai bentuk adanya sertifikasi bagi para pustakawan,
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PENDAHULUAN

ustakawan adalah seseorang yang memi-
liki kompetensi yang diperoleh melalui
pendidikan dan/arau pelatihan kepus-
takawanan serta mempunyai tugas dan
tanggung jawab untuk melaksanakan penge-
lolaan  dan  pelayanan  demikian  vang
tercantum dalam Undang-undang nomor 43
tahun 2007 tentang Perpustakaan. Sedangkan
dalam  Peraruran Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi  Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014
Tentang Jabaran Fungsional Pustakawan Dan
Angka Kreditnya, Pustakawan adalah Pegawai
Negeri Sipil (PN5) yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak untuk melaksana-
kan kepiatan kepustakawanan dengan demi-
kian jabatan fungsional pustakawan adalah
jabatan yang mempunyai tuang lingkup, tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk
melaksanakan kegiatan kepustakawanan,
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Dikangunnya aparatur sipil negara yang
memiliki integritas, profesional, netral dan
bebas dari intervensi politik merupakan bagian
dari terbitnya Undang-undang Nomor 5 tahun
2014, dalam pelaksanaannya diperlukan apara-
tur sipil negara yang memiliki kompetensi dan
kualifikasi yang sesuai dengan formasi jabatan
yang diisinya. Penyelenggaraan kebijakan dan
manajemen aparatur sipil negara berdasarkan
pada asas: kepastian hukum, profesionalitas,
propotsionalitas, keterpaduan, delegasi, netra-
litas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keter-
bukaan, nondiskriminarif, persatuan dan ke
satuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejah-
teraan.

Aparatur sipil negara sebagai profesi
memiliki landasan pada prinsip nilai dasar,
kode etk dan kode perilaku, komitmen,
integritas moral, dan tangeung jawab pada
pelayanan publik, komperensi yang diperlukan
sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akade-
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mik, jaminan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabat-
an. Kode etik dan perilaku vang diharapkan
dari seorang aparatur sipil negara anrara lain
bersikap jujur, bertanggung jawab, berintegritas
tinggi, cermat dan disiplin.

Pendidikan  dan  pelatihan  memiliki
peran penting pada sebuah lembaga agar ke
berlangsungan ilmu pengetahuan, penerapan
teknologi tepar guna dan sasaran dari rujuan
suatu lembaga akan dapat tercapai seperti yang
dicanangkan dengan visi dan misi lembaga.
Keberhasilan pendidikan dan latihan yang ter-
dapat pada lembaga atau instansi akan terlihar
setelah banyaknya peserra yang memburuhkan
betapa pentingnya penerapan pengetahuan di
lapangan. Dengan demikian bukan saja keber
adaan lembaga vane ditunme memiliki kualifi
kasi atau standar sertifikasi akan tetapi para
pengajar, widyaiswara atau pustakawan yang
memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai
hidang yang diampunya.

KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR

Pengajar adalah seseotrang yang mem-
berikan pelajaran arau pelatihan atau mem-
berikan  bimbingan atas ilmu pengetahuan
atau keterampilan yang dilakukan secara pro-
fesional. Profesional itu sendiri memiliki arei
balwa seseorang yang mempunyai  kemam-
puan atau  keahlian dibidangnya. Dengan
demikian tentunya pada lembaga pendidikan
dan pelatihan khususnya bidang kepustaka
wanar, dimana  Perpustakaan  MNasional
Republik Indonesia dalam Undangundang
nomor 43 tahun 2007 dinyatakan bahwa Per-
pustakaan Nasional adalah lembaga peme
rintah non departemen (LPND) yang melak-
sanakan tugas pemerintahan dalam bidang
perpustakaan yarg berfungsi sebagai perpus-
takaari pembina, perpustakaan tujukan, per-
pustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian
dan pusat jejaring perpustakaan, serta ber-
kedudukan di ibukota negara, memiliki fungsi
teramat penting dalam langkah-angkah pem-
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binaan khususnya dalam bidang kepustakawa-
nan.

Tenaga pengajar pada pendidikan dan
pelatihan  kepustakawanan  di  lingkungan
lembaga Perpustakaan Nasional RI tentunya
memiliki komperensi dan  kualifikasi sesuai
dengan bidang arau keahlian serra kereram-
pilan bidang ilmu yang diampunya. Kompe-
tensi adalah salah satu persyaratan arau kon-
disi untuk mencapai atau kualifikasi dalam
suatu bidang atau keterampilan tertentu sesuai
bidang yang diampunya dapar melipuri:

1.  Kompetensi pribadi (personal
competence)

Kompetensi  pribadi  merupakan
kompetensi vang  harus  dimiliki  oleh
setiap individu vang akan menduduki
jabatan  dengan  mempertimbangkan
karakteristik operasi dan lokasi kerja.
Dalam hal ini kompetensi pribadi dapat
meliputi tanggung jawab, komunikarif,
kepekaan, motivasi dan inovasi,

2.  Kompetensi khusus (job specific
competence)

Kompetensi khusus merupakan kom-
petensi yang memiliki karakeeristile atas
kemampuan dan keterampilan yang rer-
kait dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
Dalam hal ini kompetensi di bidang
kepustakawanan dapat meliputi keahlian
serta keterampilan di bidang karalogiasasi,
klasifikasi, mengemas informasi, penelu-
suran, menyusun bibliografi atau indeks,
dah Imerawat l]a]‘mn perpu:\'rakaan_

3.  Kompetensi teknis { fechnical
competence)

Kompetensi teknis metupakan kom-
petensi vang berkaitan dengan disiplin
teknis vang diperlukan oleh pemegang
jabatan yang terkait dengan pekerjaan
vang dilaksanakan agar mampu melaku-
kan atau melaksanakan tugasnya dengan
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baik dan benar sehingsa dapat terhindar
dari suaru kesalahan. Dalam hal ini kom-
petensi di bidang kepustakawan dapat
meliputi penyelesaian akhir pasca kata-
logisasi (aplikasi fisik) yang terdiri atas
pembuatan label, penyelesaian barcode,
atau RFID dapat juga melakukan pen-
jajaran buku (shelving), serta pemeliharaan
koleksi seperti halnya penjilidan (hinder).

Kompetensi dasar (basic competence)

Kompetensi dasar merupakan kom-
petensi yang memiliki karakreristil aras
keahlian dan arau kemampuan serta
keterampilan yang dimiliki oleh semua
pemangku jabaran, baik jabatan struk-
rural, jabatan fungsional maupun admi-
nistrasi umum. Dalam hal ini kompetensi
dasar berkaitan erat dengan karakreristik
atribut personal seperti halnya kemam-
puan membaca, menulis, berhitung, men-
dengar, berbicara, belajar, dan memegang,
serta kemampuan atas kepekaan, moti-
vasi, dan inovasi.

Kompetensi professional (professional
competence)

Kompetensi profesional merupakan
kompetensi yang memiliki karakteristik
aras kemampuan atau  keahlian serta
keterampilan yang terkair dengan luas
sempitnya wawasan diri dan penguasaan
pengetahuan  pendukung dalam melak-
sanakan tugas, Dalam hal ini kompetensi
profesional bidang kepustakawana ber-
kaitan erat dengan keasadaran atas per
kembangan politik, berhubungan dengan
sosial, berkaitan dengan ekonomi serta
penerapan teknologi. Namun demikian
selain hal tersebut seseorang yang memi-
liki kompetensi profesional sangat erat
dengan rasa tanggung jawab, kemampuan
berkomunikasi, mampu  bernegosiasi,
dapat memecahkan permasalahan, mampu
menganalisis atas suatu resiko, dan data
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yang telah diolah, serta memiliki kemarn-
puan mempresentasi hasil dari pelaksana-
an tugas, dengan memperhatikan sistem
manajemen mutu (toral quality control).

6. Kompetensi
competence)
Kompetensi manajerial merupakan
kompetensi yang wajib dimiliki oleh para
permegang  jabatan dalam  mengemban
peran manajerial, serta memiliki kemam-
puan dan keahlian juga keterampilan
teknik yang memadai untuk menjalankan
standar operasional prosedur  (SOP).
Dalam hal ini’ kompetensi manajerial di
bidang kepustakawanan adalah sikap
kepemimpinan, pengambilan keputusan,
kemampuan berkomunikasi, mampu me-
lihat dan mengolah data atau analis dara,
serta mampu  mengambil resiko  atas
pelaksanaan tugas kepustakawanan.

manajerial  (managerial

PROFESIONALISME TENAGA

Pendidikan dan pelatihan sebagai pusat
pembelajaran pada suatu lembaga arau instansi
merupakan sarana pembelajaran serta mem-
berikan peluang bagi tenaga pengajar arau
widyaiswara serta pustakawan yang memiliki
kompetensi di bidang kepustakawanan dalam
mengembangan bakat dan minat yang dimiliki
untuk disampaikan pada peserta. Kemampuan
tenaga pengajar bukan saja yang memiliki
kompetensi dan kualifikasi akan retapi juga
bersifat profesional.

Jabatan fungsional pustakawan kini se-
makin berkembang setelah terbitnya Undang-
undang nomor 43 Tahun 2007 Tentang
perpustakaan dimana secara garis besar bahwa
kualifikasi  dan  kompetensi  harus  sesua
dengan standar yang berlaku yang disebutkan
jabaran fungsional pustakawan merupakan
jabatan profesional. Kualifikasi profesional
adalah kualifikasi yang bersifar keahlian yang
didasarkan  aras  ilmu  pengetahuan  vang
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didapar dari pendidikan yang berkelanjutan
secara sistematis, Adapun pada pelaksanaan
tugas dari pendidikan berkelanjutan secara
sistemnatis meliputi penelitian, pengembangan
ilmu pengerahuan, pengembangan dan pene-
rapan konsep, teori, ilmu dan seni. Unsur
unsur tersebut sebagai solusi dalam  peme-
cahan masalah serta memberikan pengajaran-
nya terkait pada etika profesi.

Peraruran  Menteri  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan
Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama
Kepala  Perpustakaan  Nasional  Republik
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian
Megara Bepublik Indonesia Nomor 8 Tahun
2014 Nomor 32 Tahun 2014 disebutkan
jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan
yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tang
gung jawab, wewenang, dan hak untuk melak-
sanakan kegiatan kepustakawanan. Adapun
kegiatan kepustakawanan tersebur adalah ke
giatan ilmiah dan profesional yang meliputi
pengelolaaan  perpustakaan, pelayanan per-
pustakaan, dan pengembangan sistem kepus-
takawanan. Pengelolaan perpustakaan adalah
kegiatan vang meliputi perencanaan, moni
toring, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
perpustakaan. Pelayanan perpustakaan adalah
kegiaran memberikan bimbingan dan jasa
perpustakaan dan informasi kepada pemustaka
vang meliputi pelayanan reknis dan pelayanan
pemustaka. Sedangkan pengembangan sistern
kepustakawanan adalah  kegiatan menyem-
purnakan sistem kepustakawanan yang meli-
puti pengkajian  kepustakawanan, pengem-
bangan  kepustakawanan,  penganalisisan/
pengkritisian karya kepustakawanan dan pene-
laahan pengembangan sistem kepustakawanan,

Terbitnya Peraruran Kepala Perpustaka-
an MNasional Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2015 tentang Perunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditmya.
Memberikan peluang yang besar akan kemam-
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puan profesional dari komperensi, kualifikasi
dengan standar kepustakawan yang berlaku
bagi pustakawan dalam benruk sertifikasi.
Dengan demikian pustakawan menyadari berul
pentingnya untuk mensosialisasikan  profesi
pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu
menyusun kode etika sebagai pedoman kerja
dimana pustakawan memepang prinsip kebe-
basan intelekrual dan menjauhkan diri dari
usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan
informasi. Pustakawan menyadari dan meng-
hormati hak milik intelektual yang berkaitan
dengan bahan perpustakaan dan informasi.

Profesionalisme yang dimiliki renaga
pengajar pada pusat pendidikan dan pelatihan
di bidang kepustakawanan adalah seorang
tenaga pengajar yang memiliki kompetensi,
kualifikasi serta menghormati kode etik profesi
vang diemban guna keberlangsungan dalam
bidang pembelajaran dan pengajaran. Dengan
demikian pusat pendidikan dan pelatihan yang
berada di lingkungan lembaga atau instasi
tersebut  memiliki  dampak  kompetensi,
kualifikasi serta standarisasi yang memperhati-
kan sistem Manajemsen  metu (tatal quality
control).  Dampak lainnya di lapangan bahwa
hasil pendidikan, pengajaran serta proses
belajar  mengajar  yang  berlangsung, ber
kelanjutan dengan sistemarika ilmu penge-
tahuan dan penerapan mengikuti perkem-
bangan dan kemajuan reknologi informasi
vang akurasinya tingei, sehingea masyarakar
lebih mengenal dan memahami berul akan
tupgas dan fungsi di bidang kepustakawanan.

PENUTUP

Keterbukaan  informasi  memberikan
peluang  akses informasi bagi  kepentingan
masvarakat luas. Oleh karena itu pustakawan
ikut melaksanakan kelancaran arus informasi
dan pemikiran yang bertanggungjawab bagi
keperluan penerasi sekarang dan yang akan
datang. Pustakawan berperan akeif melakukan
tugas  sebagai  pembawa  perubahan  dan
meningkatkan kecerdasan masyarakar untuk
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mengatisipasi perkembangan dan perubahan
di masa depan. Pustakawan menyadari bahwa
pendidikan dan pelatihan mempakan bagian
dari maintenance ilmu, salah satu upaya untuk
meningkatkan kualias, satuan kerja  yang
dibentuk berdasarkan keputusan lembaga arau
instansi yang memiliki pusat pendidikan dan
pelatihan, kegiatan  pembelajaran  dengan
tujuan agar peserta dapat ditingkatkan kompe-
tensi dan  kualifikasinya, dan tidak kalah
penting lagi pendidikan dan pelatihan juga
sebagai kebutuhan puna mendukung kinerja
dan performance,
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